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Abstrak 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk  menganalisisafaktor-faktor yangamemengaruhiapenyerapan 

AnggaranaPendapatan danaBelanja Daeraha(APBD) padaaPemerintahaKabupaten Wonosobo. Dataayang 

digunakanadalam penelitianaini adalahadata primeradan pengumpulanadata dilakukanasecara langsung 

denganamenggunakanakuesioner.  

Metodeapenelitian yangadigunakan  adalahametode kuantitatifadengan analisisaregresiaberganda. 

Variabelaindependennya adalahaperencanaan anggarana(X1),  pelaksanaanaanggarana(X2), pengadaan 

barangadan jasaa(X3), komitmenamanajemena(X4), lingkunganabirokrasia(X5), kompetensiasumberadaya 

manusiaa(X6) sedangkanavariabel dependenaadalah penyerapanaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaerah 

(APBD). Hasil penelitian menunjukan bahwa Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pengadaan 

barang dan jasa, Komitmen manajemen,Lingkungan birokrasi, Kompetensiasumber dayaamanusia 

berpengaruhapositif terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja Daeraha(APBD)aPemerintah 

KabupatenaWonosobo. Besarnyaapengaruh keenamavariabel tersebutaterhadap penyerapanaanggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dapat dijelaskan oleh nilai koefisien determinasi adalah sebesar 

96,3 %asedangkanasisanya 3,7%adipengaruhi olehafaktor lainadiluar penelitian. 

Kata kunci : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Komitmen 

Manajemen, Lingkungan Birokrasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia. 

 

Abstract 
This study aims to analyze the factors that influence the budget absorption of regional expenditure 

(APBD) in the Wonosobo Regency. The data used in this research are primary data and data collection is 

carried out directly by using questionnaire. 

The research method used is a quantitative method with multiple regression analysis. The dependent 

variables are budget planning (X1), implementation of funding facilities (X2), procurement of goods and 

services (X3), commitment to infrastructure (X4), environment of microcrasia (X5), competence of human 

resources (X6) while dependent variables are absorbing income and regional expenditure (AP4). The results 

showed that budget planning, budget execution, procurement of goods and services, management 

commitment, bureaucratic environment, human resource competence had a positive effect on the budget 

absorption of regional expenditure (APBD) a. The magnitude of the effect of these variables on the 

absorption of regional income and expenditure budget (APBD) which can be explained by the coefficient of 

determination is 96.3% while the 3.7% contribution is influenced by other factors outside the study. 

Keywords: Budget Planning, Budget Execution, Procurement of Goods and Services, Management 

Commitments, Bureaucratic Environment, Human Resources Competence. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam era otonomi daerah menggambarkan bahwa siklus keuangan yang semula berawal dari 

pemerintahan pusat sekarang diserahkan pengelolaanya kepada pemerintah daerah dalam bentuk Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang independen untuk 

mengatur dan mengelola kepemerintahan dalam menentukan anggaran dan menggunakan anggaran, 

menentukan aparatur keadminstrasian serta menyusun dan melaksanakan pengendalian intern sesuai dengan 

kewenangan yang diperoleh . Hal ini sesuai dengan UUanomor 32 tahuna2004 tentang otonomiadaerah, 
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bahwa otonomiadaerah adalahahak dan kewajibanadaerah untuk mengaturadan mengurusasendiri 

urusanapemerintahan dan kepentinganamasyarakat setempatasesuai denganaperaturan perundang-

undangana(Anak Agung dkk, 2013). 

Undang-undanganomor 17atahun 2003atentang keuangananegara, menyatakanabahwaaanggaran 

adalahaalataakuntabilitas,amanajemen danakebijakanaekonomi. Anggaranasebagai kebijakanaekonomi 

yangaberfungsi untukamewujudkan pertumbuhanadan stabilitasaperekonomian sertaapemerataan 

pendapatanadalam rangkaamencapai tujuananegara. AnggaranaPendapatan danaBelanjaaDaerah 

(APBD)aadalah merupakanapengejawantahanarencana kerjaapemerintah daerahadalam bentukasatuan 

uangauntuk kurunawaktu satuatahun danaberorientasi padaatujuan kesejahteraanapublik. Peraturan 

menteriakeuangan nomora249/pmk.02/2011amenyebutkan bahwaapenyerapan anggaranamerupakan 

salahasatu unsuraakuntabilitas keuanganapada laporanaakuntabilitas kinerjaainstansiapemerintah (LAKIP) 

(Bastian, 2006 dalam Ledy S.Gagola dkk 2016). 

Pengelolaanakeuanganadaerah diwujudkan dalamaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaerah 

(APBD)ayang terdiriaatas perencanaan,apelaksanaan dan tanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan anggaran 

pada pemerintah daerah dimulai dengan ditetapkannya DokumenaPelaksanaanaAnggaran (DPA)ayaitu 

dokumenayang digunakan sebagai dasar pelaksanaanaanggaran olehakepala SKPDasebagai 

penggunaaanggaran yangaberisi sasaran yangahendak dicapai,aprogram dalamakegiatan, anggaranayang 

disediakanauntuk mencapaiasasaran tersebut,arencana penarikanadana tiapaSKPD, serta 

pendapatanayangadiperkirakan (Agus Kirnanda, 2016). DenganaadanyaaAPBD, diharapkanapemerintah 

daerahalebih mampuamenyediakan jasaapelayanan publikayang beragamasesuai denganapreferensi 

masyarakat. APBDadisusun sebagaiapedoman pendapatanadan belanjaa dalam melaksanakanakegiatan 

pemerintahadaerah. Sehinggaadengan adanyaaAPBD, pemerintahadaerah sudahamemiliki gambaran  

jelasatentang apaasaja yangaakan diterimaasebagai pendapatanadan apa sajaayang harusadikeluarkan 

selamaasatu tahun. (Sanjaya, 2018). 

Permasalahan yang terjadi seputar penyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanjaaDaerah (APBD)adi 

Kabupaten Wonosobo adalaharendahnya penyerapanaanggaran. Usaha-usahaayang telah 

dilakukanapemerintah untukamengatasi rendahnyaapenyerapan anggaranadari tahun keatahun masih 

belumamemuaskan. Halaini terlihatadari tidakaproposionalnya polaapenyerapan anggaranabelanja 

pemerintahatahun 2016-2018aseperti terlihatadalam tabela1.1. Pada Tabel 1.1 terlihat pola penyerapan 

anggaran belanja tahun 2016 sampai 2018, yaitu rendahnya penyerapan anggaran pada karesidenan wilayah 

kedu yaitu KabupatenaMagelang, KabupatenaTemanggung, KabupatenaKebumen, Kabupaten 

Purworejoadan KabupatenaWonosobo. Serapan anggaran pendapatan danabelanja daerahaKabupaten 

Wonosobo padaatahun 2016aadalah 87,05 %, pada tahun 2017 adalah 83,21 % dan pada tahun 2018 adalah 

83,35 % (Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Wonosobo).  

Menurut Kementerian Keuangan Direkturat Jenderal Perbendaharaan (2015) menyatakan bahwa,  

penetapan pola penyerapan anggaran ideal berdasarkan karakteristik belanja diharapkan mampu 

mengkonsolidasikan pelaksanaan kegiatan lebih tertib dan berorientasi kepada capaian output, menjamin 

efektivitas program-program pro rakyat, mendorong belanja infrastruktur tepat waktu namun rasional, dan 

mengoptimalkan peran belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pelaksanaan kegiatan dan 

kucuran belanja dapat menggerakkan ekonomi sejak awal tahun, mempertahankan daya beli dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Tabel 1.  Realisasi anggaran wilayah Kedu Tahun (LRA 2016 sampai 2018) 

 

Kabupaten % 

 2016 

% 

2017 

% 

2018 

Pemerintah Kabupaten Magelang 99,81% 93,07% 88 % 

Pemerintah Kabupaten Temanggung 91,47% 92,00% 92,86 % 

Pemerintah Kabupaten Kebumen 90,98% 87,33% 89,53 % 

Pemerintah Kabupaten Purworejo 95,95% 91, 07% 87,99 % 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo 87,05% 83, 21% 83,35 % 

Sumber : Laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2016 sampai 2018,diolah, 2019 
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Penyerapan anggaran yang rendah disebabkan adanya revisi anggaran seperti penghematan anggaran 

yang berdasarkan perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah (BPKP.go.id). Kegagalan target 

penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata 

tidak semuanya dapat dimanfaatkan (Cardisiawan, 2009). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 

pemerintah kabupaten Wonosobo adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang 

dan jasa, komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan kompetensi sumber daya manusia. 

Perencanaan anggaran adalahaproses pendefinisianatujuan, penentuanastrategi untukamencapai 

tujuanatersebut danapengembangan serangkaianarencana komprehensifauntuk menggabungadan 

mengkoordinasiaberbagai aktifitasa(Sunyoto dan Burhanudin, 2015). Perencanaanaanggaran yang 

dimaksudadalam penelitianaini adalah prosesapenyusunanaRencanaakerjaadanaAnggaranaSatuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD).Dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)ayang 

selanjutnyaadisebut DokumenaPerencanaan Anggaran (DPA-SKPD)asetelah Anggaran Pendapatanadan 

BelanjaaDaeraha(APBD) tersebutaditetapkan dalamaUU nomer 17atahuna2003 tentangakeuangananegara, 

AnggaranaPendapatan danaBelanja Daerahayangaselanjutnyaadisebut APBDaadalah rencanaakeuangan 

tahunanapemerintah daerahayang disetujuiaoleh DPRD.  

Penyerapan Anggaran Pendapatan danaBelanja Daeraha(APBD) dalamamendanai pelayanan 

publikasangat dipengaruhiaoleh prosesaperencanaanaanggaran. Perencanaanaanggaran memberi kontribusi 

besar terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja Daeraha(APBD) (Sunyoto dan Burhanudin, 

2015). Penyerapanaanggaran dapatadidefinisikan sebagaiakemampuan unit pengeluarana(satuan kerja) 

pemerintahauntuk memanfaatkanaanggaran yangatelah ditentukanauntuk mencapaiaoutput 

yangadirencanakanasecara tepata(Ministryaof Finance,aPlanningaand Economic 

DevelopmentaUganda,a2011). 

Pelaksanaanaanggaran adalahaprestasi yangadicapai dalamapelaksanaan kegiatanadengan pengunaan 

danaayang efektifadanaefisien. Pelaksanaan angaran merupakanatahapan pengelolaan keuanganayang harus 

dilaksanakanasetelah prosesaperencanaan anggaranaselesai. Pelaksanaan merupakanaaktifitas usaha-

usahaayang dilaksanakanauntuk merealisasikanasemua rencanaadan kebijakanayang telahadirumuskanadan 

ditetapkana(Mangundiharjo, 1996 dalam Kumorotomo, 2005). Prosesapelaksanaan anggaranameliputi 

persoalan-persoalanadalam internal suatuakerja, sertaaproses mekanismeapembayaran (pencairanaanggaran). 

Keduaahal tersebut mempengaruhiabesarakecilnya penyerapanaanggaran karena dengan adanya pelaksanaan 

anggaran yang dipahami oleh pengelola keuangan daerah  tidak ada lagi keraguan untuk merealisasikan 

anggaran karena sudah ada aturan yang jelas dan diharapkan serapan anggaran akan 

meningkat.PenelitianaKuswoyo (2011) membuktikanabahwa pelaksanaan anggaran berpengaruhaterhadap 

penyerapanaanggaran. 

Pengadaanabarang dan jasaaidentik denganaadanya berbagaiafasilitas baru,abangunan, jalan, 

rumahasakit, gedungaperkantoran, alat tulis yang dilaksanakan sebuah instansi pemerintah(Yahya, dkk 

2012). Mayoritasalambatnya serapanaangaran tersebutaterjadi dikarenakanaproses tenderayang 

memakanawaktu beberapaabulan, halaini dikarenakanaada beberapa prosesateknis dan nonateknis yang 

harusadijalankan danaharus melaluiaprosedur-prosedurayang sudah ditetapkanaoleh aturanaUU. 

Prosesatender merupakanasalah satu penyebabadari rendahnyaaserapanaAngaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Lambatnyaaproses lelangadan konflik-konflikayangaterjadi selamaaproses 

tenderaberlangsung semakinamemperparah lamanyaawaktu yang di butuhkanauntuk implementasi 

angarana(Abdullah, 2013). Prosesapengadaan barangadan jasa yangaefektif dan efisienaakan 

mempermudahapenyerapan AngaranaPendapatan dan BelanjaaDaeraha(APBD), danaberdampak pada 

mekanismeapembayarana(pencairanaangaran). Proporsiaangaran pengadaanabarang danajasa 

diharapkanalebih dari 30%asampai 40%, porsia yang besar tersebutadikarenakan pengadaanabarang dan 

jasaamerupakan kegiatanapemerintah yangamemiliki dampak luasaterhadapaperekonomian (Indonesian 

Procurenment Watch, 2011).Realisasiaatas pembayaranakegiatan merupakanaserapan anggarana(Herriyanto, 

2012). Penelitianayang dilakukanaoleh Heriyanto (2012) membuktikanabahwa pengadaanabarangadan 

jasaaberpengaruh positifaterhadap penyerapan AnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah (APBD). 

Komitmen manajemen sebagaiahasrat atauakeinginan kuatauntuk mempertahankanadan 

melanjutkanarealisasi yangadipandang pentingadan bernilaiajangkaapanjang (Sheth dan Mittal,2004 dalam 

Dwi Antoro, 2014). Komitmenabiasanya tercerminadalam perilakuakooperatif dan tindakan aktifauntuk 
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tetapamempertahankan relasiayang telahaterbina. Hasilapenelitian Robbins (2003) menunjukkanabahwa 

komitmenamanajemen berpengaruhapositif terhadapapenyerapanaAnggaran Pendapatanadan 

BelanjaaDaeraha(APBD). Komitmen yang tinggi dari SatuansKerja PerangkatsDaeraha(SKPD) sangat 

mempengaruhi penyerapanaAnggaran Pendapatanadan Belanja Daeraha(APBD). Komitmen manajemen 

merupakan peran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)aselaku penggunaaanggaran 

denganaberbagai upaya untuk mencapaiatarget penyerapana APBDayang maksimal. Komitmenamanajemen 

merupakan kegiatanamelakukan dana mempertahankanaperilaku yangamembantu bawahanauntuk 

mencapaiasuatu tujuana(Cooper,a2006). Komitmenamanajemen yangatinggi dapat menjadiadasar 

untukaintervensi sehinggaaorganisasi dapat mencapaiapenyerapan anggaranasecara maksimala(Juliani dan 

Sholihin, 2014)..  

Lingkungan birokrasi merupakan dasarapertimbangan bahwaasistem kerja yangastabil dibutuhkan 

agaraorganisasi dapatamenjalankan berbagaiafungsinya secaraaefektif danaefisien, untuk setiapaposisi atau 

jabatanadidalam organisasiaharus ditentukanasecara jelasaotoritas atau wewenangnya,akebutuhan 

informasi,adan aktivitasateknis yangadilakukan. Bahwaaorganisasi akan berjalanaefektif jikaalingkungan 

yangadihadapi stabiladan tugas-tugasayang dilakukan dapata ditanganiadengan mekanismeayang 

bersifatqrutin, lingkunganayang dimaksudadapat berupa lingkunganainternal danaeksternal organisasi. 

Kondisiainternal pegawaiatersebut senantiasaaberubah danaberkembang, sehinggaamembentuk 

sebuahapembelajaran yangamuncul dapatadiantisipasi. Sedangkanalingkungan eksternalameliputi instansi-

instansialain, kebijakan-kebijakanapemerintah, teknologi,akondisi sosialaekonomi yangamengalami 

dinamikaadari waktuake waktua(Natheus dan Sulistyani, 2011). 

Menurut Widodo (2011) kompetensiasumber dayaamanusia adalahakemampuan sumberdaya 

manusiaauntuk melaksanakanatugas danatanggung jawab yangadiberikan kepadanyaadengan bekal 

pendidikan,apelatihan danapengalaman yangacukupamemadai. Sumberdaya manusiaamerupakan pilar 

penyanggaautama sekaligusapenggerak rodaaorganisasi dalamausaha mewujudkanavisi danamisi serta 

tujuanaorganisasiatersebut (Azhar, 2007 dalam Eko Saryanto, 2017). Penelitian yang di lakukan Ahmad 

Azmi (2015) membuktikanabahwa kompetensiasumber dayaamanusia berpengaruhaterhadap 

penyerapanaAPBD. Karena pegawai yang berkompeten dan ahli di bidang penatausahaan keuangan, akan 

mempengaruhi dalam penyerapan APBD  karena karakteristik individuamemilikiakemampuan 

danadigunakan denganacara yang konsiten untuk mencapaiakinerja yangadiinginkan.  

Pengaruhayang ditimbulkanaoleh pengelolaanaanggaran danasumber daya manusia  yangasalah 

sangatabanyak sepertiacontohnya padaaaspek ekonomi, dimanaakarena adanyaakesalahan pengelolaan 

anggaranadan penetapanasumber daya manusia yangasalah makaakualitas dariapelayananaakan 

menurun.aDalam halaini prosesaperekonomian akan lambat karena ketidakmampuan sumber daya manusia 

dalam mengelola dengan baik. Di era globalisasi ini tentunya pemerintah Indonesia khususnya pemerintah 

Kabupaten Wonosobo sangatamembutuhkanasumber daya manusiaayang mampuamengelola 

anggaranadenganabaik. 

Berdasarkan latar belakangapermasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya,amaka rumusan 

masalahapenelitian iniaadalah rendahnyaapenyerapan anggaranadi pemerintahaKabupaten Wonosobo. 

Makaapertanyaan yangadiajukan dalamapenelitian iniaadalah sebagaiaberikut: (1)aApakah perencanaan 

anggaran berpengaruhapositif terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan dan Belanja Daerahaatau APBD 

pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? (2) Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruhapositifaterhadap 

penyerapanaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? 

(3) Apakah pengadaan barang dan jasa berpengaruhapositif terhadapapenyerapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? (4) Apakah komitmen manajemen 

berpengaruhapositif terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja Daerahaatau APBD pada 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo? (5) Apakah lingkungan birokrasi berpengaruhapositif 

terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah atau APBDapada Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo? (6) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruhapositif terhadapapenyerapan 

AnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? 

Tujuanayang ingin diacapai dalam penelitianaini adalah : (1) Untuk membuktikan perencanaan 

anggaran berpengaruhapositif terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja Daerah atau APBD 

pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2) Untuk membuktikan pelaksanaan anggaran berpengaruhapositif 

terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja Daerah atauaAPBD pada Pemerintah Kabupaten 
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Wonosobo. (3) Untuk membuktikan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positifaterhadap 

penyerapanaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaerah atauaAPBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

(4) Untuk membuktikan komitmen manajemen berpengaruhapositif terhadap penyerapanaAnggaran 

Pendapatanadan BelanjaaDaerah atauaAPBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (5) Untuk 

membuktikan lingkungan birokrasi berpengaruhapositif terhadap penyerapan AnggaranaPendapatan dan 

BelanjaaDaerah atauaAPBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (6) Untuk membuktikan kompetensi 

sumber daya manusia berpengaruhapositif terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja Daeraha 

atau APBDapada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

APBDamerupakan rencanaakeuangan tahunanapemerintah daerahayang disetujuiaoleh DPRD 

danaditetapkan denganaperaturan daerah. Untuk menyusunaAPBD pemerintahadaerah harusaterlebih 

duluamenyusun RencanaaKinerja PemerintahaDaerah (RKPD) yangamerupakan penjabaranadari 

RencanaaPembangunan JangkaaMenengah Daeraha(RPJMD) denganamenggunakan bahanadari 

RencanaaKinerjaaSatuanaKerjaaPerangkataDaeraha(RKPD SKPD) (Purtanto, 2015). Penyerapan 

anggaranamerupakan salah satuatahapan dari siklusaanggaran yangadimulai dariaperencanaan 

anggaran,apenetapan danapengesahan anggaranaoleh DewanaPerwakilan Rakyata(DPR), penyerapan 

anggaran,apengawasan anggaranadan pertanggungjawabanapenyerapanaanggarana(Agus Kirnanda, 2016). 

MenurutaMardiasmo (2009) kinerjaamanajer publik akanadinilai berdasarkanapencapaian target 

anggaran,aberapa yangaberhasil dicapai. Penilaianakinerja dilakukanadengan menganalisisa 

simpanganakinerja aktual denganayang dianggarkan. Dalamateori ekonomiamakro, belanja 

pemerintahamerupakan salahasatu elemen untukamenjaga pertumbuhanaekonomi suatuanegara. 

Penyerapanaanggaran adalahasuatu proses pembuatanaanggaran melaluiaprosedur danamekanisme 

persiapan/perencanaan,aimplementasi danamonitoring. Penganggaranasangat pentingabagi 

pembangunanaekonomi suatuanegara karenaaakan menciptakanapertumbuhan ekonomiadan pembangunan. 

Untukamenciptakan penganggaranayang baik diperlukanakepemimpinan yang responsif,aSDM yang 

berkualitas,ainformasi yang akuratadan terpercaya, perencanaanayang lengkap dan terinci,amonitoring atas 

jadwalarencana pembayarayang sesuai denganarencana anggaran. Penyerapanaanggaran, khususnyaabelanja 

barang dan jasa,amemiliki pengaruhayang cukup signifikan dalamamendorong pertumbuhanaekonomi.  

2.2.   Perencanaan Anggaran 
Perencanaan anggaran adalahaproses pendefinisianatujuan, penentuanastrategi untukamencapai 

tujuanatersebut, dan pengembanganaserangkaian rencanaakomprehensif untukamenggabung dan 

mengkoordinasiaberbagai aktifitasa(Sunyoto dan Baharudin, 2015). Perencanaan anggaran merupakan tahap 

awal dalam mekanisme pengelolaan anggaran. Di wilayah pemerintah Kabupaten Wonosobo  mengalami 

kendala dalam hal perencanaan anggaran. Perencanaanaanggaran masihamengalami kendalaaketidaksesuaian 

antaraaanggaran kegiatanayang tercantumadalam RKAadengan daftar Isian 

pelaksanaanaanggaran yangadisahkan (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Wonosobo). 

Permasalahanalain yang membentukafaktor perencanaanaadalah daftar isianapelaksanaan 

anggaranaperlu direvisiakarena tidakasesuai denganakebutuhan. Tingginya frekuensi revisiadaftar isian 

pelaksanaan anggaran menunjukkanaburuknyaaperencanaanaanggaran. Revisiaanggaran 

menyebabkanaketerlambatanapenyerapan anggaranakarena pelaksanaanaanggaran harusamenunggu 

revisiaanggaran selesai. Hasilaini mendukungapenelitian yangadilakukan oleh Agus Kirnanda (2016) dan 

Hendrik Samosir (2017), yang menyebutkan perencanaan anggaranaberpengaruh positifaterhadap 

penyerapanaAnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaeraha(APBD). 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan perencanaanaanggaran memberiakontribusi 

besaraterhadap penyerapanaanggaran. Setiap perencanaanaanggaran menjadialandasan dalam 

pelaksanaanakoordinasi dan monitoringaimplementasi rencanaadalam maksud menghasilkanasetiap 

sasaranahasil kinerjaapembangunan. Perencanaan yang baik, ditandai dengan perencanaan disusun sesuai 

dengan tujuan organisasi/instansi, tepat sasaran, anggotaaatau karyawan beradaadalam satu 

koordinasi,aanggota atau karyawanamenjalankan fungsinyaasesuai denganaperencanaanaprogram (Agus 

Kirnandan, 2016). Dengan demikian perencanaan anggaran dapat memberikan peningkatan kualitas 
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dalamapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja Daerah (APBD). Berdasarkan paparan yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

2.3   Pelaksanaan Anggaran 
Pelaksanaan anggaran adalahamerupakan suatuaalat bagi manajemenadalam melakukan 

perencanaanadan pengendalian terhadapakeuangan suatuaorganisasi dan kebijakanaekonomi dalam 

rangkaamengarahkan kondisiaperekonomian untukamenjadi lebih baikadengan jalanamengubah 

penerimaanadan pengeluaranapemerintah (Ari Romadoni, 2014).Besarnya pelaksanaan anggaran akan 

berdampak pada semakin meningkatnya penyerapanaanggaran. Pelaksanaanaanggaran akan 

mempengaruhiapenyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Eisenstandt, 1959 dalam Ledy S. 

Gagola, 2016) 

Hasil penelitian dari Ledy S Gagola dkk (2016) membuktikan bahwaapelaksanaan anggaran 

berpengaruhapositif terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah (APBD).aHasil 

iniamendukung penelitianayang dilakukanaoleh Ramlah Basri (2013) membuktikan pelaksanaan anggaran 

berpengaruh positif terhadap penyerapanaanggaran. Dalamapengelolaan keuanganadaerah, 

pelaksanaanaanggaran baru dapatadilaksanakan setelah RencanaaKerja dan Anggarana(RKA) disahkan 

menjadi DokumenaPerencanaan Anggarana(DPA). 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran yang optimal yaitu capaian 

keluaran riil, konsistensi rencana penarikan dana dan efisiensi akanameningkatkan penyerapan 

AnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah (APBD) karena jika pelaksanaan anggaran meningkat maka 

semakin besarapenyerapanaAnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaeraha(APBD).aBerdasarkan paparanayang 

sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesisasebagai berikut : 

H2 : Pelaksanaan anggaran berpengaruhapositif terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan dan 

BelanjaaDaeraha(APBD). 

2.4 Pengadaan Barang dan Jasa 
Pengadaanabarang dan jasaaidentik dengan adanyaaberbagai fasilitas baru,abangunan, jalan rumah 

sakit, gedungaperkantoran, alatatulis yang dilaksanakanasebuah instansi pemerintah. Pengadaan barangadan 

jasaamerupakan suatu kegiatan pengadaanadalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa  (Yahya, dkk 

2012). 

Penelitian Lady S Gagola dkk, (2016) membuktikan bahwa pengadaanabarang danajasa berpengaruh 

positifaterhadap penyerapanaAnggaran Pendapatanadan Belanja Daeraha(APBD). Hasil iniamendukung 

penelitianayang dilakukan olehaAgus Kirnanda (2016) yang menyebutkan pengadaan barangadan 

jasaaberpengaruh positif terhadap penyerapanaAnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah (APBD). 

Realisasiaatas pembayaranakegiatan merupakanaserapan anggarana(Herriyanto, 2012). Proporsiaanggaran 

pengadaanabarang dan jasaadiharapkan lebihadari 30% sampai 40% (Indonesia ProcurementaWatch, 2011). 

Porsi yang besar tersebut dikarenakan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pemerintah yang 

memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Karena realisasi atas pembayaran kegiatan merupakan 

serapan anggaran (Herriyanto, 2012) 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh 

terhadap penyerapan angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Semakin tingginya proses pengadaan 

barang dan jasa maka semakin besar pencairan anggaran sehingga penyerapan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah semakin meningkat. Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan 

mempermudah proses penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).Berdasarkan paparan 

yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Pengadaan barang dan jasa berpengaruh posiif terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

2.5 Komitmen Manajemen 

Komitmen manajemen atau komitmenAorganisasi sebagaiAnilai personal yangAkadang-kadang 

mengacuAsebagai sikapAloyal padaAperusahaan. KomitmenAmanajemen merupakanAsalah satu 

sikapAyang merefleksikanAperasaan sukaAatau tidak sukaAterhadap organisasiAtempatAbekerja 

(Khikmah, 2005). KomitmenAmanajemen yang kuatAsangat dibutuhkanAorganisasi agar dapat 
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meningkatkanAakuntabilitas kinerjaAserta penggunaanAyang lebih baik atasAinformasi kinerjaAyang 

dihasilkanA(Allen dan Meyer dalam Silfia, 2013). 

Lady S Gagola dkk,A(2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwaAkomitmen manajemen 

berpengaruhApositif terhadapApenyerapan AnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah (APBD). Didukung 

penelitian yang dilakukan oleh Kadek Miya Ranisa Putri dkk (2017) membuktikan komitmen manajemen 

berpengaruhapositif terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja Daeraha(APBD). 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan komitmenamanajemen merupakanakegiatan 

melakukanadan mempertahankanaperilaku yang membantuabawahan untukamencapai suatuatujuan (Cooper, 

2006).Komitmenamanajemen merupakanaperan kepalaaSKPD selaku penggunaaanggaran dengan berbagai 

upaya untuk mencapai target penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang maksimal.Halaini 

menunjukkanabahwa semakinatinggi komitmen manajemen yangaditerapkan dalamasuatu instansiamaka 

semakinameningkatkan kinerjaaindividu dalamapenyerapanaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaerah. 

Berdasarkanapaparan yangasudah dijelaskan sebelumnya, maka disusunahipotesis sebagai berikut : 

H4 : Komitmen manajemen berpengaruhapositif pada penyerapanaAnggaran Pendapatanadan Belanja 

Daeraha(APBD). 
2.6 Lingkungan Birokrasi 

Lingkungan birokrasi merupakan dasarapertimbangan bahwa sistemakerja yangastabil 

dibutuhkanaagar organisasiadapat menjalankanaberbagai fungsinyaasecara efektif danaefisien, untuk 

setiapaposisi atau jabatanadidalam organisasiaharus ditentukanasecara jelas wewenangnya,a 

kebutuhanainformasi, dan aktifitasateknis yangadilakukan, merekaayang mendudukiaposisi tersebut 

tidakaboleh melanggarabatas-batasayang telahaditentukan (Hatch, 1997 dalam Mangihot, 2017).  

Penelitian yang dilakukan oleh Ledy S Gagola (2018) membuktikan bahwaalingkungan 

birokrasiaberpengaruhapositif terhadapapenyerapanaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaerah (APBD). 

Juliani (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwaalingkungan birokrasiaberpengaruh positifaterhadap 

penyerapanaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaerah. Lingkunganabirokrasi mempengaruhiapenyerapan 

anggaranakarena adanyaadukungan danakekondusifan kondisiadan keadaan di SKPDadapat 

mendukungapenyerapan anggaranamenjadi lebihabaik. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan lingkunganabirokrasi yangabaik ditandai 

denganapengalaman sertaakecerdasan dalamamenganalisis suatuamasalah danapeka di dalam 

membacaasituasi cepat dan tepataserta cermatadalam mengambilakeputusan akanamembuat pelaksanaan 

penyerapan AnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah (APBD)amenjadi lancer  (Eisenstadt, 1959). 

Berdasarkanapaparan yanga sudah dijelaskanasebelumnya, makaadisusun hipotesis sebagaiaberikut : 

H5 : Lingkunganabirokrasi berpengaruhapositif terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan Dan 

BelanjaaDaerah (APBD). 

2.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kompetensiasumber dayaamanusia adalahakemampuan sumberadaya manusiaauntuk 

melaksanakanatugas danatanggungjawab yangadiberikan denganabekal pendidikan,apelatihan,adan 

pengalamanayang cukupamemadai (Widodo, 2011). Kompetensiasumber dayaamanusia adalah 

karakteristikabahwa individuamemiliki kemampuanadan digunakan denganacara yangakonsisten 

sesuaiauntuk mencapaiakinerja yangadiinginkan. Karakteristikaini meliputi pengertahuan, 

keterampilan,aaspekacitraadiri, motiv sosial, sifat,apola pikiradan caraaberfikir, perasaanadan 

pelaksanaana(Dubois,a2004 dalam Ahmad azmi, 2015). 

Muhammad Iqbal (2018) membuktikanabahwa kompetensi sumberadaya manusiaaberpengaruh 

positifaterhadap penyerapanaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaeraha(APBD). Didukung oleh Kadek 

Mia Ranisa Putri dkk (2017) membuktikan kompetensi sumberadaya manusiaaberpengaruh positif terhadap 

penyerapanaAnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaeraha(APBD). 

Berdasarkanauraian sebelumnya dapat disimpulkan kompetensi sumberadaya manusiaayang 

dimilikiaolehaorganisasiaakanamenentukanakemampuanaorganisasiaterhadapapencapaianatujuannya dengan 

dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas mampu melaksanakan tugas 

danatanggungjawabayang diberikanadengan bekalapendidikan,apelatihan (Widodo, 2011). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwaakompetensi sumberadaya manusiaamemiliki dampakayang kuat dalam meningkatkan 

penyerapanaanggaran. Berdasarkan paparan yangasudah dijelaskan diatas, maka disusun 

hipotesisasebagaiaberikut: 
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H6 : Kompetensiasumber dayaamanusia berpengaruhapositif terhadapapenyerapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenisapenelitian yangadilakukan dalam penelitianaini adalah penelitianakuantitatif. Metode 

kuantitatifadapat diartikanasebagai metodeapenelitian yangaberlandaskan padaafilsafat positivisme, 

digunakanauntuk menelitiapada populasi atauasampel tertentu,ateknik pengambilanasampel pada 

umumnyaadilakukan secaraarandom, pengumpulanadata menggunakanainstrument penelitian,a analisisadata 

bersifatakuantitatif/statistik denganatujuan untuk mengujiahipotesis yang telaha ditetapkana(Sugiyono, 

2016). 

Populasiaadalah generalisasi yang terdiri dariaobjek/subjek yangamempunyai kualitasadan 

karakteristikatertentu yang ditetapkanaoleh peneliti untukadipelajari dan kemudianaditarik 

kesimpulannyaa(Sugiyono, 2012). Populasiadalam penelitianaini adalah pegawaiadi organisasi 

perangkatadaerah pemerintahaKabupatenaWonosobo. Jumlah sampeladalam penelitianaini adalah 

sebanyaka60 sampel yang dapatadilihat padaatabel berikut : 

Tabel 3.1 

Data Sampel Penelitian di SKPD Kabupaten Wonosobo 

No. Uraian Jumlah SKPD Jumlah Sampel 

1. Badan 4 SKPD 8 pegawai 

2. Dinas 15 SKPD 30 pegawai 

4. Sekretariat 8 SKPD 16 pegawai 

5. Inspektorat 1 SKPD 2 pegawai 

6. Kantor 2 SKPD 4 pegawai 

 Jumlah 30 SKPD 60 pegawai 

 Sumber : Data diolah, 2019 

 

Sampelaadalah bagianadari jumlah danakarakteristik yangadimiliki oleh populasiatersebut (Sugiyono, 

2012). Dalamapenelitian ini, kriteria sampeladidasarkan pada tujuan penelitian, dimana kapasitas yang 

dimiliki oleh pegawai pengelola anggaranapada masing-masingasatuan kerjaa perangkat daerahadiyakini 

mampu menjawab permasalahanapenelitian. Adapunakriteriaayang digunakan adalah sebagaiaberikut: 

a. Kepala Bagian Keuangan (kasubbag) SatuanaKerja PerangkataDaeraha(SKPD). 

Memiliki tanggung jawab dalamamenyusun rencanaadan program kerjaakeuangan SKPD, menyusun 

rincian rancanganakebutuhan anggaran, perubahan, dan laporan keuangan SKPD. 

b. Bendahara Pengeluaran / pelaksana/ staff keuangan SatuanaKerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Memiliki tanggung jawab unutk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan dana untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

Modelayang digunakanauntuk menguji hipotesisadalam penelitianaini menggunakan analisis 

linieraberganda. Persamaannyaaadalah sebagaiaberikut : 

Y = 𝛼 + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + 𝛽4X4 + 𝛽5X5 + 𝛽6 X6 + e 

Keterangan:   

Y : Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

𝛼 : Nilai konstan 

X1 :Perencanaan Anggaran 

X2 :Pelaksanaan Anggaran 

X3 :Pengadaan Barang dan Jasa 

X4 : Komitmen Manajemen 

X5 : Lingkungan Birokrasi 

X6 : Kompetensi Sumber Daya Manusia 

𝛽 : Koefisien arah regresi 

𝑒 : Error 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Analisis Data 

1) Analisis Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Adapun hasil 

pengolahan data menggunakan program SPSS V.17 yang dirangkum melalui tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Hasil Pengujian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = -2,568 + 1,20 PRA + 0,096 PLA + 0,111PBJ+ 0,067KM + 0,912LB  +0,255  

       KSDM + 0,303 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

a. Nilai konstantaasebesar -2,568 (negatif) menunjukkan bahwa tanpa dipengaruhi variabel bebas, 

perencanaanaanggaran, pelaksanaanaanggaran, pengadaanabarang dan jasa, komitmen 

manajemen,alingkunganabirokrasi, kompetensi SDM maka penyerapanaAnggaranaPendapatan dan 

BelanjaaDaeraharendah.  

b. Berdasarkan  tabel 4.1, untuk perencanaan anggaran terhadap penyerapan APBD (H1) memiliki 

koefisien 0,120 dan signifikan pada 0,003. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 

sehinggaadapat disimpulkanabahwa H1 yangamenyatakan bahwaaterdapat pengaruhapositif antara 

perencanaan anggaran terhadapapenerapan APBD, diterima. Artinya jika perencanaan anggaran baik 

akan  mendorong meningkatnya penyerapan APBD. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap 

konstan. 

c. Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh pelaksanaa anggaran terhadap penyerapan APBD (H2) memiliki 

koefisien 0,096 dan signifikan pada 0,003. Karena memiliki tingkat signifikan kurang daria0,05 

sehinggaadapat disimpulkanabahwa H2 yangamenyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

pengaruh pelaksanaa anggaran terhadap penyerapan APBD, diterima. Dengan pelaksanaan anggararan 

yang baik maka akan meningkatkan penyerapan APBD. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap 

konstan. 

d. Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh pengadaaan barang dan jasa terhadap penyerapan APBD (H3) 

memiliki koefisien 0,111 dan signifikan pada 0,002. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 

0,05 sehinggaadapat disimpulkanabahwa H3 yang menyatakanabahwa terdapat pengaruh 

positifapengadaan barangadan jasa terhadapapenyerapan APBD diterima. Artinya semakin tingginya 

prosesapengadaan barangadan jasa maka semakinabesar pencairanaanggaran sehingga 

penyerapanaAnggaran Pendapatanadan Belanja Daerahasemakinameningkat. Dengan asumsi variabel-

variabel lain dianggap konstan. 

e. Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh komitmen manajemen terhadap penyerapan APBD (H4) 

memiliki koefisien 0,067 dan signifikan pada 0,033. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,568 ,733  -3,503 ,001 

Perencanaan Anggaran ,120 ,039 ,104 3,108 ,003 

Pelaksanaan Anggaran ,096 ,031 ,083 3,118 ,003 

Pengadaan Barang dan Jasa 
,111 ,034 ,089 3,272 ,002 

Komitmen Manajemen ,067 ,031 ,058 2,193 ,033 

Lingkungan Birokrasi ,912 ,050 ,698 18,308 ,000 

Kompetensi SDM ,255 ,043 ,230 5,955 ,000 

a. Dependent Variable: APBD 
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0,05asehingga dapatadisimpulkanabahwa H4 yangamenyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positifakomitmen manajemenaterhadap penyerapan APBD, diterima.aArtinya, semakin tinggi tingkat 

komitmen manajemen maka akan meningkatkan penyerapan APBD. Dengan asumsi variabel-variabel 

lain dianggap konstan. 

f. Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh lingkungan birokrasi terhadap penyerapan APBD (H5) memiliki 

koefisien 0,912 dan signifikan pada 0,000. Karena memiliki tingkat signifikan kurang daria0,05 

sehinggaadapat disimpulkanabahwa H5 yangamenyatakan bahwa terdapat pengaruh positifaantara 

lingkungan birokrasi terhadap penyerapan APBD, diterima. Artinya semakin baik lingkungan birokrasi 

makaapenyerapan APBD akanameningkat. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan. 

g. Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan APBD (H5) memiliki 

koefisien 0,255 dan signifikan pada 0,000. Karena memiliki tingkat signifikan kurang daria0,05 

sehinggaadapat disimpulkanabahwa H5 yangamenyatakan bahwa terdapat pengaruh positifaantara 

kompetensiaSDM terhadapapenyerapan APBD, diterima. Artinyaasemakin baik kompetensiaSDM 

makaapenyerapan APBD akanameningkat. Denganaasumsi variabel-variabel lainadianggap konstan 

 

b. Pembahasan 

1) Pengaruhaperencanaan anggaran terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja 

Daeraha(APBD) 

Dariatabel 4.1 menunjukkanabahwa perencanaan anggarana berpengaruh positifaterhadap 

penyerapan APBD. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Agus Kirnanda (2016) dan Hendrik 

Samosir (2017), yang menyebutkan perencanaan anggaran berpengaruh positifaterhadap 

penyerapanaAnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaeraha(APBD). 

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa perencaan anggaran pada SKPD kabupaten Wonosobo 

sudah baik. Perencanaan anggaran yang baik, ditandai dengan perencanaan disusun sesuai dengan 

tujuan organisasi/instansi, tepat sasaran, anggotaaatau karyawan beradaadalam satu koordinasi,aanggota 

atau karyawanamenjalankan fungsinyaasesuai dengan perencanaanaprogram sehinggaaperencanaan 

anggaranadapat memberikan peningkatanakualitas dalamapenyerapan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (APBD). 

2) Pengaruhapelaksanaan anggaran terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja 

Daeraha(APBD) 

Dariatabel 4.1 menunjukkanabahwa pelaksanaan anggaranaberpengaruh positif terhadap 

penyerapan APBD. Hasil penelitianaini sejalan denganapenelitian sebelumnyaayangadilakukan Ledy S 

Gagola dkk (2016) dan Ramlah Basri (2013) yangamembuktikan bahwaamembuktikan 

pelaksanaanaanggaran berpengaruhapositif terhadap penyerapanaanggaran. 

Penelitianaini membuktikan bahwa besarnya pelaksanaan anggaran akanaberdampakapada semakin 

meningkatnya penyerapanaanggaran. Apabila pelaksanaanaanggaran yang optimal yaitu capaian 

keluaran riil, dengan pengunaan dana yang efektif dan efisien akan meningkatkan penyerapan 

AnggaranaPendapatan danaBelanja Daeraha(APBD).  

3) Pengaruhapengadaan barang danajasa terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan dan 

BelanjaaDaeraha(APBD) 

Dari tabel 4.1 menunjukkanabahwa pengadaanabarang dan jasa berpengaruh positifa terhadap 

penyerapanaAPBD. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lady S Gagola dkk, (2016) dan Agus 

Kirnanda (2016) yang menyebutkan pengadaanabarang dan jasaaberpengaruh positifaterhadap 

penyerapanaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaeraha(APBD). 

Penelitianaini membuktikan bahwasemakin tingginya prosesapengadaan barangadan jasa 

makaasemakin besar pencairan anggaranasehingga penyerapanaAnggaranaPendapatan danaBelanja 

Daerah semakin meningkat. Prosesapengadaan barangadan jasa yangaefektif dan efisienaakan 

mempermudahaproses penyerapanaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaeraha(APBD). 

4) PengaruhaKomitmen Manajemen terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja 

Daeraha(APBD) 

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwaakomitmen manajemenaberpengaruh positifaterhadap 

penyerapanaAPBD. Penelitian ini didukung oleh Lady S Gagola dkk, (2016) dan Kadek Miya Ranisa 
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Putri dkk (2017) membuktikan komitmen manajemen berpengaruh positifaterhadap 

penyerapanaAnggaran Pendapatanadan Belanja Daeraha(APBD).  

Penelitianaini membuktikan semakin tinggi komitmen manajemen yang diterapkanadalam 

suatuainstansi makaasemakin meningkatkan kinerjaaindividu dalamapenyerapanaAnggaran 

Pendapatanadan BelanjaaDaerah. Apabilaamanajemen secaraakonsisten menetapkanastrategi 

dalamaproses mencapaiatujuan yang diharapkanamaka dapatameningkatkan akuntabilitasakinerja 

sertaapenggunaan yangalebih baik atasainformasi kinerjaayang dihasilkanasehingga akan meningkatkan 

penyerapanaAPBD. 

5) Pengaruh lingkungan birokrasi terhadap penyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja 

Daeraha(APBD) 

Dari tabel 4.1amenunjukkan bahwaalingkungan birokrasiberpengaruh positifaterhadap 

penyerapanaAPBD. Didukung dari penelitian Ledy S Gagola (2018) dan Juliani (2014) membuktikan 

bahwa lingkunganabirokrasi berpengaruhapositif terhadapapenyerapanaAnggaran Pendapatanadan 

BelanjaaDaerah.  

Penelitian ini membuktikan bahwa lingkunganabirokrasi yang baikaditandaiadengan 

pengalamanaserta kecerdasanadalam menganalisisasuatu masalah dan pekaadi dalamamembaca 

situasiacepat dan tepataserta cermatadalam mengambilakeputusan sehingga dengan adanya lingkungan 

birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan penyerapan AnggaranaPendapatan dan BelanjaaDaerah 

(APBD) menjadi lancar. 

6) PengaruhaKompetensi SDM terhadapapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja 

Daeraha(APBD) 

Dari tabel 4.1 menunjukkanabahwa kompetensiaSDM berpengaruhapositif terhadap penyerapan 

APBD. Penelitian ini didung oleh penelitian Muhammad Iqbal (2018)adan Kadek Mia Ranisa Putri dkk 

(2017) membuktikan kompetensi sumberadaya manusiaaberpengaruhapositif 

terhadapapenyerapanaAnggaran Pendapatanadan BelanjaaDaeraha(APBD). 

Penelitianaini membuktikan bahwa kompetensiasumber daya manusiaayang dimilikiaoleh 

organisasiaakan menentukanakemampuan organisasiaterhadap pencapaian tujuannya dengan 

dukunganateknologi danasumber daya manusiaayang berkualitasamampu melaksanakanatugas dan 

tanggungjawabayang diberikanasehingga kompetensiasumber daya manusiaayang baikamemiliki 

dampak yangakuat dalamameningkatkan penyerapan anggaran. 

 

5. KESIMPULAN 

Hasil pengujian statistik tentang pengaruhaperencanaan anggaran,apelaksanaanaanggaran, 

pengadaanabarang danajasa, komitmenamanajemen, lingkunganabirokrasi dan kompetensiasumber 

dayaamanusia terhadapapenyerapan APBDadapat disimpulkanasebagaiaberikut: 

a. Variabelaperencaan anggaran  berpengaruhapositif terhadap penyerapan APBD  (H1 diterima). Artinya 

perencanaan anggaran yang baik, ditandai dengan perencanaan disusun sesuai dengan tujuan 

organisasi/instansi, tepat sasaran, anggotaaatau karyawan beradaadalam satuakoordinasi, anggotaaatau 

karyawanamenjalankan fungsinyaasesuai denganaperencanaan programasehingga perencanaan anggaran 

dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja 

Daeraha(APBD). 

b. Variabel pelaksanaanaanggaran  berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD                  (H2 

diterima). Artinya besarnya pelaksanaan anggaran akan berdampak pada semakin meningkatnya 

penyerapan anggaran. Apabilapelaksanaan anggaran yang optimal yaitu capaian keluaran riil, dengan 

pengunaan dana yang efektif dan efisien akan meningkatkan penyerapan AnggaranaPendapatan 

danaBelanja Daeraha(APBD).  

c. Variabel pengadan barangadan jasaaberpengaruh positif terhadap penyerapan APBD             (H3 

diterima). Artinya bahwa semakin tingginya prosesapengadaan barangadan jasaamaka semakin besar 

pencairan anggaranasehingga penyerapanaanggaran pendapatan dan belanja daerah semakin meningkat. 

Prosesapengadaan barangadan jasa yangaefektif dan efisienaakan mempermudahaproses 

penyerapanaAnggaranaPendapatan danaBelanja Daeraha(APBD). 

d. Variabel komitmen manajemen  berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD                  (H4 

diterima). Artinya semakin tinggi komitmen manajemen yangaditerapkan dalamasuatu instansi, 
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makaasemakin meningkatkanakinerja individuadalam penyerapanaanggaran pendapatanadan 

belanjaadaerah. Apabilaamanajemen secaraakonsisten menetapkanastrategi dalamaproses 

mencapaiatujuan yangadiharapkan, makaadapat meningkatkanaakuntabilitas kinerjaaserta 

penggunaanayang lebih baikaatas informasi kinerjaayang dihasilkanasehingga akanameningkatkan 

penyerapanaAPBD. 

e. Variabel lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD                    (H5 diterima). 

Artinya lingkungan birokrasi yang baik yangditandai dengan pengalamanaserta kecerdasan dalam 

menganalisis suatuamasalah dan pekaadidalam membacaasituasi cepatadan tepat sertaacermat 

dalamamengambil keputusanasehingga denganaadanya lingkungan birokrasiayang baik akanamembuat 

pelaksanaanapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja Daeraha(APBD) menjadi lancar. 

f. Variabel kompetensiaSDM berpengaruhapositif terhadapapenyerapan APBD                          (H6 

diterima). Artinyaabahwa kompetensiasumber daya manusiaayang dimilikiaoleh organisasiaakan 

menentukanakemampuan organisasiaterhadap pencapaianatujuannya dengan dukunganateknologi 

danasumber daya manusiaayang berkualitas mampuamelaksanakan tugasadan tanggungjawabayang 

diberikanasehingga kompetensiasumber dayaamanusia yang baikamemiliki dampakayang kuat 

dalamameningkatkanapenyerapan AnggaranaPendapatan danaBelanja Daeraha(APBD). 
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